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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan
dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara
tersebut maka pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk
menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila
ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak
meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, demikian
juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, aparat penegak hukum wajib
menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan
keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan
dengan baik.

Disetiap negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum
yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.
Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar,
maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum
dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu
untuk upaya-upaya menegakan hukum itu serndiri yaitu dengan menindak

pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.



Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan
hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media
elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi
manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial
dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan
menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.
Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di
lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali
dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan
dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan
perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam
lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada
pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti
pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada
bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban
mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa
atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang
menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma,
ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang
mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi,

tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor



pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh
pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme,
kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi,
ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain,
persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak
sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk
melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor
seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau
dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif
lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana
penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau
pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara
tidak sengaja karena peranan dari korban.*

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk
perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat
berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya
aturan pidana dari penganiyaan yang dapat menyebabkan luka berat
ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang
sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek
hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Dalam Pasal 351 KUHP dirumuskan sebagai berikut :
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(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya
disebut dengan KUHP Nasional), penganiayaan diatur sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori Ill.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tgjuh) tahun.

(4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.

(5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dipidana.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan
hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media
elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi
manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial
dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan
menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.
Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di

lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali



dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan
dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan
perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam
lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada
pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti
pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada
bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban
mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa
atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang
menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma,
ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang
mengalami gangguan jiwa dan mental.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan
menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan
diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka
mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan
memperhatikan dengan cermat dan jelih terhadap unsur-unsur perbuatan
yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi
setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi,

tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor



pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh
pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme,
kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak
harmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain,
persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak
sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk
melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor
seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau
dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif
lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana
penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau
pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara
tidak sengaja karena peranan dari korban.?

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/PID/2024 berawal pada hari
Minggu tanggal 03 September 2023 sekitarjam 09.00 datang terdakwa
seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoul Minery dengan
berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT
Transcoul Minery kemudian Terdakwa masuk kedalam area Kkerja
pertambangan melewati pos secunty, karena masuk ke area kerja
tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi Nor Aini saksi

Arifin saksi M Aminiasyah yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai
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security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang
kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer
tambang” kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa “sudah ada
janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi “tidak ada” kemudian para
saksi menjawab lagi " kalau mau ketemu harus ada janiji terlebih dahulu®
kemudia terdakwa menjawab lagi “harus ketemu hari in” kemudian para
saksi menjawab “akan ditelponkan dulu” melihat gerak gerik terdakwa
yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan
tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan
terdakwa sebelumnya sudah datang 2 ( dua) kali dengan kondisi marah-
marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain

Saksi Nor Aini saksi Arifin saksi M Aminiasyah mengajak terdakwa
untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat
perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi Nor Aini saksi Arifin saksi M
Aminiasyah terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam
area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi Nor Aini saksi
Arifin saksi M Aminiasyah untuk masuk kemudian datang saksi Dwi
Prasojo beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin
marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk.

Ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa
kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa
melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang

yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan



terdakwa dengan tidak beraturan negayunkan 1 (satu) bilah parang
tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NUR AINI
kemudian ketika terdakwa sudah melukai salah satu security terdakwa
pergi meningga can pos security menuju ke dalam area tambang PT
Transcoal Menergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada
saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi
terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa
diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa
diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder
lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah Kiri
yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa
ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk
membahas tesis dengan judul : “Tindakan Pidana Secara Bersama-
Sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban
Mengalami Memar Dan Luka (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid/2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan yang

menggunakan senjata tajam dalam peraturan perundang-undangan?



. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang

melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan

mengakibatkan korban luka?

. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan penganiayaan

dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824

K/PID/20247?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini

adalah:

1.

Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penganiayaan yang

menggunakan senjata tajam dalam peraturan perundang-undangan.

. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang

melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan

mengakibatkan korban luka.

. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas tindakan

penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 824 K/PID/2024

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;
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1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran
dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak
pidana penganiayaan.

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang
saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang

secara bersama-sama melakukan penganiayaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada
dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan
yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik
adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan
penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.®

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada
teori, mengenai atau menurut teori.* Kata teori berasal dari kata theoria
dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri
berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil
pandang.” Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah
merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis

diambil atau dihubungkan.

® Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

“Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2001, h. 156

5Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184
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a. Teori Sistem hukum (legal theorie system)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya
penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur
hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”Ketiga subsistem yang ada
dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa
atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup
keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.
Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya
aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau
sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-
undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon)
dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan
peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem
ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.’

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan
merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur

dan berkelanjutan (sustainable development) disetiap sektor antara lain

® Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh

Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Sagib, Teori dan
Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, Jakarta,
1990, h. 120.

"Ibid. h. 20.
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politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun
teknologi.”®

Suatu penelitian  hukum difungsikan sebagai sarana untuk
pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) agar
pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang
diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan
konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh
Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep Bureucratic and
Social Engineering.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang
peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk
mewujudkan masyarakat madani.’Kemudian Mochtar Kusumaatmadja
memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam
pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum
Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas
premis atau prinsip sebagai berikut;*°

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh

perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang

teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan
atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau

8 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

° Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

Ibid., h. 65-66.



13

menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan
kekerasan semata-mata.

b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan
tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka
hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat
diabaikan dalam proses pembangunan.

c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan
ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah
sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan
dalam masyarakat.

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat itu.

e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat
diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan
tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-
rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk
perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang
sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan
dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak
dapat diabaikan dalam proses pembangunan.*

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem
tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum
formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.’? Struktur hukum disebut
sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan

dapat dijangkau oleh hukum.

' Emma Nurita. CybernotaryPemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. Refika

Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.
12 Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 59.
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Budaya/kultur hukummenurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai—
nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang
mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.®* Menurut
Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan
atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya
hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun
menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya
hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di
dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann,
budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap
sistem hukum.**

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu
indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

“Ibid., h. 59-50.
1 Jimlly Asshiddigie, Teori Hukum Hens Kelsen, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h.
21-22
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b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan
sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan
pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena
perbuatannya itu.*®

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah
menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan
atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat
sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari
kejahatan.*®

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau
suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang
tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak  dapat
bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak
mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban
pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak
pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu
hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,

namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila

® Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan
Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

'® Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari
Persepektif Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky, h. 65.
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didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya
kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas
legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar
kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya
pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang
salah dan Dbertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang
diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu
yang telah disepakati.'’

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam
pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana
tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau
dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu
dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment).
Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan
yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus,
fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana
sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial

sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

' Chairul Huda, Op.Cit, h. 68
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Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law
system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban
pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran
yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu
kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena
pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang
tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana
dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak
adanya pikiran yang salah (no quilty mind) berarti tidak ada
pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai
kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan
perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang maka orangtersebut wajib bertanggungjawab
atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur
pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi
seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang
terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan
terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum,
dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan
pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system

pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP
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sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun
kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan
maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan
kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan
pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam
KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut
mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan
yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk
memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana,
selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur
kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus
dibuktikan.®

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari
peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung
jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak
dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin
yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam
membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan
kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu
perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk
menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal
dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan
yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan
kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah Ilakunya dengan
keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan.*®

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal
pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan

¥ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,

Rajawali Pers, 2015, h. 52
¥ Mahrus Ali, 2011, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171
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perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh
dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan
perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan,
menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan
dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat
dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat
membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang
ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat
sesuai dengan yang ditentukan hukum.?

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya
sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum

2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tersebut.?!

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab
diatur dalam buku | bab Ill Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu
karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang
jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan
karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari

20 f
Ibid.
! Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum
Pidana. Bandung. 1991. h. 74
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kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum.

c. Teori Pembuktian
Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan
hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada
khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk
menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh
hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam
bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari
hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori
pembuktian dalam hukum acara, yaitu:
I.  Conviction-in Time.
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh
penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan

keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi
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masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan
disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam
sidang pengadilan.

ii.  Conviction-Raisonee.
Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan
“alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-
putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan
(reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan
yang dapat diterima oleh akal (reasonable).

iii. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief
wettelijke stelsel).
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-
alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk
membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata
digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya
syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang,
sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa
mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin
atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi
masalah.

iv.  Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief
wettelijke stelsel).
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-
undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur
objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya
terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur

tersebut.?
2. Kerangka Konsep
Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti
sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya
penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah
untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan

realitas.

22 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2004. hal. 39
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Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan

pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu

dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

a.

untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana

merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

»n23

Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan”
sebagai  berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu
perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain
tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu
dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.?*

c. Senjata Tajam

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa
senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan
senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata
dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah
tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah,
atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau
barang ajaib

8 Chairul huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada

Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

* Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminalogi.Rajawali. Jakarta.
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d. Korban
Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul
Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang
dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat
penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda
atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran
ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini
jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan
seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak
pidana.®

e. Luka adalah kerusakan anatomi, keadaan pemisahan jaringan karena

kekerasan atau trauma®®

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan
Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat
beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang
berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian
dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis, Ketut Adi Wirawan, NIM: : 1390561015, Mahasiswa Program
Studi Magister Ilmu Hukumn Program Pascasarjana Universitas
Udayana, Denpasar, 2015.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini

adalah mengenai: Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal Di Tingkat

** Bambang Waluyo, op.cit, h.9.

*® Marzoeki, D. 1993. Imu Bedah Luka dan Perawatannya (Luka,
Asepsis/Antisepsis dan Desinfektan, Luka Bakar). Surabaya: Airlangga University Press,
p:3-9..
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Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
Ringan Di Kepolisian Resort Kota Denpasar

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
Bagaimana Mekanisme Mediasi Penal Di Polresta Denpasar Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Apa Saja
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Penal Di Polresta
Denpasar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
Ringan.

2. Tesis Lucky Septari Rusli, mahasiswa Universitas Hasanuddin,
Makasar, 2011.

Judul penelitian/tesis: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara
Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor Putusan : 73/ Pid.B/
2008/PN. SLY).”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Apa
yang menjadi aturanhukum terhadap tindak pidana yang dilakukan
oleh anggota polisi secara turut serta?, Bagaimanakah
pertimbanganhakim dalam penjatuhan pidanaterhadap perkara
dengan Nomor Putusan : 73/PID.B/2008/PN.SLY?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang
diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Pidana Atas

Tindakan Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang
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Mengakibatkan Korban Luka (Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 824 K/PID/2024)

belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi
permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara

akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G.Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau
suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
diteliti”.?” Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan prakiek pelaksanaan yang

menyangkut permasalahan yang telah di identifikasi.

2. Metode Pendekatan
Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian
yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada
iimu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.?®

3. Objek Penelitian
Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/PID/2024.

" Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta, 2003, hal. 36
?® Ibid, hal. 37
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4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
melaksanakan penelitian kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan
metode pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun
argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang
relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam
menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (library
research), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta
sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok

masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk
kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data
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kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek
penelitian. %

b. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder
dalam penelitian ini bersumber dari :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan
perundang-undangan mengenai tindak pidana penganiayaan.
2) Bahan hukum sekunder vyaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku
yang berhubungan dengan objek yang diteliti
3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih
lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti kamus hukum.
c. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam
menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan
(library research); Dengan metode ini penulis dapat
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari
pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta
sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian

permasalahan dalam tesis ini.

* Noeng Muhadijir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin,
1996), h. 2.
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6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga)
aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan,
mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep
dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi
beberapa tahapan, yaitu:
a. Analisis data
Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi
pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa.
Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa,
tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan
masalahnya.
b. Reduksi data
Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data
dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap
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relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan
data yang sempurna.
. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya
adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses
pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau
pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.
. Interpretasi data
Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya
adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang
telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang
tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai
apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.
. Penarikan kesimpulan/verifikasi.
Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/
verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil
penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat
dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali
melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu,
khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya

terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.



BAB Il

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata,
yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.*

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara
yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis
normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam
peraturan pidana.®

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan
melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h.
69
* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 10
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Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman
(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan
tersebut.?

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai
tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah
pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk
undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam
pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.>?

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu
perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak
pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek
van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda
Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan

strafbaar feit itu

%2 |smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35
BTy Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, h. 70
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Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti
dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman
pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk
undang — undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar
feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang — Undang Hukum
Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud
dengan perkataan strafbaar feit tersebut.3

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak
pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan
beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan
oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya
kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding (verstoring der
rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing
dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van
het algemeen welziin”.*

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian

tindak pidana (straafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana

Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa

**Ibid., h. 15
*p.AF. Lamintang, Op., cit, h. 185
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latin sering disebut dengan “Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia
Lege Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat
dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-
undangan Pasal tersebut’. Dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 1
ayat (1), yang berbunyi : “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat
dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan
pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum
perbuatan dilakukan”

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu
sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah
karena :

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ
harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang — undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum.

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan
di dalam undang-undang.

3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut undang - undang itu, pada hakikatnya
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merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan

suatu “onrechmatige handeling”®.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “straafbar feit adalah
kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet,
yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan
dilakukan dengan kesalahan”.®*" van Hattum, mengemukakan bahwa
sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah
melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti
voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga
mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan
strafbaar feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang — Undang
Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu
“tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat
seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk
een persoon strafbaar is”.*®

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari
kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne
mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari
suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu

pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een

zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk

% Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 15 Januari 2025,
Pukul 13.30 Wib

" Moeljatno, Asas — Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 33

% Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 15 Januari 2025,
Pukul 13.30 Wib
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wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang —
undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi
“tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan,
tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya
dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,
tingkah laku, gerak — gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih
dikenal dalam tindak — tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan
juga sering dipakai “ditindak”.*®

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan
perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang
melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang
diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak
dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur
objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas
keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi
Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan
sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun
secara materiil”.*°

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat

dilihat dalam beberapa macam, antara lain :**

*Ibid., h. 60

** Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana Il, Fakultas Hukum Undip,
Bandung, 1984, h. 37

“Ibid., h. 38
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a. Orang yang melakukan (dader plagenl)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam
suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2
(dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang
menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan
tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang
merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal
ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak
pidana yairu dader plagen dan mede plagen.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan
jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau
dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan
tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua)
macam, yaitu sebagai berikut :

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
b. Orang yang melanggar larangan itu. **

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan
dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak
pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi
dua macam unsur, yaitu unsur — unsur subjektif dan unsur — unsur
subjektif. Yang dimaksud dengan unsur — unsur subjektif itu adalah unsur

— unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan

* bid., h 39
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diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya vyaitu segala sesuatu yang

terkandung di dalam hatinya. Unsur — unsur subjektif dari sesuatu tindak

pidana adalah :

1.
2.

3.

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti

yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHP.

. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 43

Sedang yang dimaksud dengan unsur — unsur objektif adalah unsur

— unsur yang ada hubungannya dengan keadaan — keadaan, yaitu di

dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus

dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1.
2.

3.

Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu
perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut. *

Perlu kita ingat bahwa unsur weederrechtelijk itu harus dianggap

sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur

tersebut oleh pembentuk undang — undang telah dinyatakan secara

tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

* Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 15 Januari 2025,
Pukul 13.30 Wib

* Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, h. 22
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus
memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan
beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.
Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi
yaitu :

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku
atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang
bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana
meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan
keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu
dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

1. Memenuhi rumusan undang-undang;

2. Sifat melawan hukum;

3. Kualitas si pelaku;

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan
dengan akibatnya.*

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor
yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul
dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.
Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku
dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif
(handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan
tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah

* Moeljatno, Op.,cit, h. 56
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suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau
melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari
tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah
berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh
atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan
tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak
berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan
kewajiban hukumnya.

. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau
terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada
undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber
dari masyarakat (melawan hukum materiil).

. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai
perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan
bersifat subyekiif.

. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil
(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi
syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung
unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana
dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana
perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam
kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

a. Mengenai cara melakukan perbuatan;

b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

c. Mengenai obyek tindak pidana;

d. Mengenai subyek tindak pidana;

e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;

f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak
pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan
dari yang berhak mengadu.

. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana
yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi
tanpa adanya unsur ini.

. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah
perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan
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keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak
bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana. *°

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di
perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang
melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan).

Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

Melawan hukum (onrechtmatige).

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar
person).

cooo

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus
terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan
adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

a. Perbuatan (manusia).
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat
disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (money
laundering) sebagai betikut :

a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan,

memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas

bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkotika, kejahatan
ekonomi, dan lain-lain).

6 Andi Hamzah, Op.,cit, h. 89
¥ Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 15 Januari 2025,
Pukul 13.30 Wib
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b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipa, hibah, modal
investasi, pembayaran uang hasil dari kehajatan (korupsi,
narkotika, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).*®

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan
bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima
uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi double
punishment, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap
kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor
tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur
materiil, yaitu antara lain :

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya
tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh
manusia.

b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak
pidana yang telah dilakukan.

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan
dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut
berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar
sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti
sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki
oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam
keadaan jiwanya. *°

8 Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 283
**Ibid., h. 37
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Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan
hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu
memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan
hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-
unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua
macam, Yyaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah
unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif
(berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya
(Pasal 351 KUHP).

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam
delik material atau delik yang dirumuskan secara material,
misalnya

c. pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP),
dan lain-lain

d. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum
pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak
dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya
yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif

yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar
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kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk

(Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka

umum (masyarakat).

a.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-
delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat
tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu
mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang
dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah
perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak

pidana, unsur ini meliputi :

a.

Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333

KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal

359 KUHP), dan lain-lain.

. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan
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atau poging (Pasal 53 KUHP).

d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362
KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP),
dan lain-lain.

e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini
terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh
anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan
rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur
kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan
dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana

perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak
pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam
pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak
dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini
benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan
yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena

undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini
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dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang
mengancamnya dengan sanksi pidana.®°

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak
pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang
perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak
pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya,
sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang
perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak
pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila
akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan
tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana
yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan,
pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi
apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya
penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.
Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya
dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang
dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan

absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang

*>Mahrus Ali, Op.,cit, h. 101
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mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk
penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang
dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang
tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.*!

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam
Buku 1l dan Pelanggaran dimuat dalam Buku Ill. Kejahatan adalah
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan
perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan
Pelanggaran atau tindak pidana undang- undang adalah perbuatan yang
oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van
Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah
‘rechtsdelicten” vyaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah
dirasakan sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan
yang sifathya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada
ketentuan yang menentukan demikian.>?

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan
dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan
terdapat dalam Buku Il, dan Pelanggaran diatur dalam Buku Ill. Ancaman

pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran.

> bid., h. 103
*2|bid., h. 71
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Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana,
sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana
kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan
tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana
menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan,
sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.

d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya
diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah
hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan
pelanggaran jabatan.

e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak
penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari
pada kejahatan.

f. Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system
penjatuhan pidana dalam concursus kejahatan menggunakan
sistem absorbsi yang diperberat, sedangkan dalam concursus
pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.>®

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan
menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah
berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan
tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari
perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang
dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa
mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang
dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau
tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah

terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.

> |bid., h. 73
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Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan
sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat
tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang
penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang
yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik
beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang
yang merupakan akibat yang dilarang.**

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur
kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang
Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan
membakar atau menyebabkan peletusan atau banijir. Tindak pidana culpa
adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya.
Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang
mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa
perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang
yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana
Omisionis vyaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu.
Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian
suatu kewajiban hukum.*® Contoh : Pasal 531 KUHP tentang

Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

> Ibid., h. 76
%5 |bid., h. 129
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Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-
delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula
dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja
tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka
ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.*®

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban
atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang
pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana
yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak
pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak
pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat
dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang
diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak
pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.>”
Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan
kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap,
artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis
secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yurudis dari
tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan

dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan

*% |bid., h. 76
" |bid., h. 131
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kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam
rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan,
maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan
daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya
perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan :
Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu
terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak

pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam
1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untukmelukai, membunuh,
atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapatdigunakan untuk
menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam
dan melindungi. Apapun yang dapat digunakanuntuk merusak bahkan
psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakansenjata. Senjata bisa
sederhana seperti pentungan atau kompleks sepertipeluru kendali
balistik.”®  Senjata  tajamadalahalat yang ditajamkan  dan

digunakansebagai alat untuk melukaitubuh lawan.

> https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata, Online: 20 Januari 2025, pukul 04.26 WIB.
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Berdasarkan Undang-Undang Darurat (Drt) No. 12 Tahun 1951
Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam,
senjata penusuk,dan senjata pemukultidak termasuk barang-barang yang
nyata-nyata dimasukkan untukdipergunakan guna pertanian, atau untuk
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan
dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan
sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa senjata
tajamadalah senjata penikam, senjata penusuk, dansenjata pemukul,
tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk
pertanian, atau untuk pekerjaanrumah tangga, atau untuk kepentingan
melakukan pekerjaanyang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka,
atau barangkuno, atau barang ajaib. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa barangsiapa yang
tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata
penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen), dihukum
denganhukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam
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merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh,
atau menghancurkan suatu benda.Senjata dapat digunakan untuk
menyerang maupununtuk mempertahankan diri, dan juga untuk
mengancam dan melindungi apapunyang dapat digunakan untuk
merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia.Dalam prakteknya banyak
ditemukan orang menggunakan senjata tajam untuk melakukan
pembunuhan atau penganiayaan juga untuk mengancam tanpa
memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah

dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam
Di setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam,
adat-istiadat serta beragam kebudayaan lainnya. Kebudayaan tersebut
meliputi rumah adat, upacara adat, tari tradisional bahkan juga senjata
yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka.
Adapun jenis-jenis senjata tajam yang ada di Indonesia, yaitu:
1. Badik
Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang
dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi
tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar
setengah meter. Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya
kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun demikian, berbeda dari
keris, badik tidak pernah memiliki ganja (penyangga bilah). Sejak

ratusan tahun silam, badik dipergunakan bukan hanya sebagai
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senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai identitas
diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak hanya
terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah
Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda.
. Golok

Golok adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai
alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia
Tenggara. Hingga saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan
sebagai senjata dalam silat. Ukuran, berat, dan bentuknya bervariasi
tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Golok memiliki
bentuk yang hampir serupa dengan machete tetapi golok cenderung
lebih pendek dan lebih berat, dan sering digunakan untuk memotong
semak dan dahan pohon. Golok biasanya dibuat dari besi baja
karbon yang lebih lunak daripada pisau besar lainnya di dunia. Ini
membuatnya mudah untuk diasah tetapi membutuhkan pengasahan
yang lebih sering. Senjata ini menjadi alat tradisional masyarakat
Betawi
. Keris

Keris adalah senjata tikam golongan belati dengan banyak
fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan
tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam
lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar,

seringkali bilahnya berliku-liku, dan banyak di antaranya memiliki
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pamor, yaitu guratan-guratan logam cerah pada helai bilah. Pada
masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel/peperangan.
. Kujang

Kujang merupakan senjata tradisional asli dari Sunda. Senjata
tradisional Kujang atau yang biasa disebut dengan bedok ini
merupakan goloknya orang Sunda. Senjata ini memiliki bentuk yang
sangat unik, oleh karena itu hingga sekarang banyak yang masih
mengoleksi senjata ini. Biasanya, orang Sunda memakai senjata ini
untuk bertani. Namun, tidak jarang ada yang menggunakan senjata
ini sebagai alat bela diri.
. Celurit

Celurit atau yang disebut dengan sabit ini merupakan alat
tradisional yang berasal dari Madura. Karena bentuknya seperti
bulan sabit, maka tidak heran masyarakat banyak menyebutnya
dengan sabit. Senjata ini umumnya digunakan untuk memotong
rumput dan bela diri. Namun, saat ini senjata tradisional khas Madura
ini sering di salah gunakan oleh anak muda dan berbagai pelaku
kriminal lainnya.
. Parang

Pada zaman penjajahan, masyarakat Maluku menggunakan
senjata tradisional ini sebagai alat untuk melawan penjajah. Senjata
ini disebut dengan parang salawaki oleh masyarakat setempat.

Namun, kebanyakan menyebutnya dengan kata yang lebih singkat
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yaitu parang. Sedangkan masyarakat Melayu di Jawa dan Sumatra
menjadikan parang sebagai salah satu senjata pertempuran.
7. Pedang
Pedang adalah senjata tajam yang memiliki bilah panjang.
Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja.
Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang
biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat
dari logam keras seperti besi atau baja.
8. Busur
Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi
dan menggunakan ketapel sebagai penyangga. Di Makassar busur
popular dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga
cukup murah. Maka itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa
mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak

digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

3. Kegunaan Senjata Tajam
Senjata tajam dideskripsikan sebagai benda atau benda yang
digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau
perkakas yang dapatl digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk
pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan
netral. Misalnya, pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral
untuk alat pemotong.Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain

maka pisau atau pedang/parang tersebut akan berubah nama menjadi
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senjata tajam.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari
binatang buas, tapi jugal untuk melawan musuh. Senjata juga bisa
menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka
menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di
Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam
tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah
berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat
dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain.Pengaruh fisik kelompok
terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern
merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.*®

Definsi lain dari senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai,
membunuh atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk
menyerang, membelal diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun
yang bisa digunakan untuk menghancurkan (bahkan mental dan manusia)
adalah senjata. Senjata itu bisa sesederhana tongkat atau serumit rudal
balistik. Senjatal tajam merupakan alat runcing yang bisa digunakan
secara langsung untuk merusak tubuh lawan. Undang-Undang No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penafsiran
Pasall 15 ayat (2) huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud
dengan “senjata tajam” dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam,

senjata tajam penusuk, dan senjata,dan pemukul, tidak termasuk barang-

> Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atinl Sri, Senjatal Api danl Penanganan Tindak
Kriminal, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. 6.
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barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja
rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau
nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Larangan penggunaan senjatal tajam telah menjadi isulklasik.
Adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam,
bahaya tersebut akan mendorong niat atau keinginan seseorang untuk
melakukan kejahatan lain, sepertil kejahatan dengan kekerasan terhadap
orang lain, sehingga penggunaan senjata tajam dilarang menjadi masalah
jangka panjang. Ada banyak kejahatan yang menggunakan senjata tajam
berupa kekerasan.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2
dinyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata
penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen),
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh
tahun.

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata
penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang- barang yang
nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian,
atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk
kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang
kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

3. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2)
huruf e juga disebutkan pengawasan terhadap senjata tajam yang
berbunyi “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata
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api, bahan peledak, dan senjata tajam”.

C.Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Menggunakan Senjata Tajam

Di bagian pertama dalam pembahasan ini, penulis akan
mencoba menjabarkan  aturan-aturan mengenai tindak pidana serta
peenggunaan sejata tajam. Hukum yang mengatur  tentang
penganiayaan terhadap orang termuat dalam KUHP Pasal 351
sampai dengan Pasal 358.

Secara singkat, dapat diketahui bahwa terdapat  beberapa
bentuk penganiayaan, antara lain:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 466 ayat
(1) KUHP Nasional);

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2)
KUHP dan Pasal 466 ayat (2) KUHP Nasional);

3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3)
KUHP dan Pasal 466 ayat (3) KUHP Nasional);

4. Perbuatan yang merusak kesehatan(Pasal 351 ayat (4) KUHP dan
Pasal 466 ayat (4) KUHP Nasional);

5. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

6. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP dan Pasal 467 KUHP
Nasional);

7. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP dan Pasal 468 KUHP
Nasional); dan

8. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP dan Pasal 469
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KUHP Nasional)

Untuk membedakan suatu perbuatan masuk dalam kategori
mana, maka kita harus melihat unsur-unsur perbuatan itu. Seperti
yang telah termuat dalam Bab  sebelumnya  Tiap-tiap bentuk
penganiayaan mempunyai unsur masing-masing. Sebagai contoh untuk
melihat apakah suatu peerbuatan masuk dalam penganiayaan
berat, maka perlu dilihat unsur-unsur dari perbuatan tersebut apakah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat, begitu pun
dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Aturan mengenai senjata tajam di Indonesia dimuat dalam UU
Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke
Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik
Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/19517)
khususnya dalam Pasal 2.

Bunyi Pasal 2 UU Darurat No. 12 tahun 1951 adalah sebagai
berikut:

1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan
atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,
senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of
stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-
tingginya sepuluh tahun.

2) Dalam  pengertian  senjata pemukul, senjata penikam atau
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan

guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga
atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau
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yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka
atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Jadi, dalam hukum positif Indonesia dengan jelas tidak
membolehkan rakyatnya untuk membawa bahkan menyimpan senjata
tajam bagi dirinya sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa senjata tajam
yang dimaksud bukanlah semua barang tajam yang digunakan sehari-
hari. Ayat (2) menyatakan demikian bahwa yang dimaksud dengan
senjata tajam tidaklah termasuk barang-barang yang digunakan guna
pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk
kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata
mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang
ajaib. Penulis berpendapat bahwa ayat terebut cukup rancu karena dalam
ayat (1) disebutkan bahwa jangankan menggunakan, memiliki bahkan
menyimpan senjata tajam saja sudah dilarang. Namun dalam ayat (2)
disebutkan bahwa “menyimpan” suatu senjata tajam sebagai barang
pusaka adalah diperbolehkan. Mengenai hal itu, menurut pendapat ahli
hukum, setiap orang dilarang untuk melakukan Kkegiatan yang
berhubungan dengan senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk
(“Senjata Tajam”) apabila dilakukan secara tanpa hak. Pengertian “tanpa
hak” tidak dijelaskan dalam UU Darurat Senjata, tetapi frasa “tanpa hak”
mengacu kepada pemahaman “wederrechtelijkheid” yang diartikan
sebagai “zonder bevoegdheid” atau “zonder eigen recht”. Jika
menggunakan frasa “tanpa hak”, maka rumusannya dapat disetarakan

dengan Pasal 548-551 KUHP yang juga menggunakan frasa “tanpa hak”
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yang sebenarnya memiliki pengertian “tanpa adanya suatu hak yang ada
pada dirinya.®°
Setiap orang tentunya mempunyai hak yang melekat pada dirinya
yang disebut hak asasi manusia yang mana diatur dalam Undang-undang.
Undang-undang tidak serta merta melarang setiap orang untuk memliki
dari padanya senjata tajam asalkan tidak menyalahgunakan senjata
tajam tersebut. Adapun secara eksplisit, Pasal 2 (2) UU Darurat Senjata
membolehkan setiap orang untuk menggunakan senjata tajam apabila
digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
a) Kepentingan Pertanian;
b) Pekerjaan rumah tangga;
c) Kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan; atau
d) Nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang
kuno atau barang ajaib. Terlepas dari hal-hal yang tersebut di atas,
penyalahgunaan senjata tajam akan dikenai sanksi pidana sesuai

dengan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1).

" http://mww.hukumonline.com/klinik/detail/lt580ac8459104a/legalitas-mengoleksi-
replika-senjata-historis#_ftnl



